BUPATI BLORA

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 30 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLORA

NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN

Menimbang

DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA

DI KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Negara, Bupati menetapkan Dana untuk setiap
Desa;

bahwa Peraturan Bupati Blora Nomor 9 Tahun 2015
tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan
Besaran Dana Desa Di Kabupaten Blora tidak
sesuai lagi dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Negara sehingga perlu
diubah dan disesuaikan;

berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora
Nomor 9 Tahun 2015 tentangTata Cara Pembagian
dan Penetapan Dana Desa di Kabupaten Blora;



Mengingat

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoneisa Nomor 5679)

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);



Menetapkan

10.

11.

12

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Negara ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558 ), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 88, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5694 );

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa
Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015
tentang Penggunaan Dana Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora
(Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Blora Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun
2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Blora Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun
2015 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Blora
(Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2015
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Blora Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
DANA DESA DI KABUPATEN BLORA.



Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora
Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian dan
Penetapan Dana Desa Di Kabupaten Blora (Berita Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2015 Nomor 9) diubah sebagai
berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Blora.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara  Pemerintahan Daerah  yang
memimpin pelaksanaan wurusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom .

Bupati adalah Bupati Blora.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang
disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut
Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang
disebut dengan nama lain dibantu perangkat
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Desa.

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang
selanjutnya disingkat APBN adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan Negara yang
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,
selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan desa yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah
Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan
ditetapkan dengan peraturan desa.

Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya
disingkat RKUN adalah rekening tempat
penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh
Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum
Negara untuk menampung seluruh penerimaan
Negara dan membayar seluruh pengeluaran
Negara pada bank sentral.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan  pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan
pemberdayaan masyarakat.

Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat RKUD adalah rekening tempat
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh
Bupati/Walikota untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan membayar seluruh
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Sisa  Lebih  Perhitungan  Anggaran  yang
selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih
realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran
selama satu periode anggaran.

Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya
disingkat IKG Desa adalah angka yang
mencermin kan tingkat kesulitan geografis suatu
desa berdasarkan variabel ketersediaan
pelayanan dasar, kondisi infrastruktur,
transportasi dan komunikasi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah
rencana kegiatan pembangunan desa untuk
jangka waktu 6 (enam) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya
disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM
Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.



16.

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya
disebut BUM Desa adalah badan usaha yang
seluruhnya atau sebagian besar modalnya
dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara
langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang
dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan,
dan wusaha lainnya untuk sebesar-besarnya
kesejahteraan masyarakat desa.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi
sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa
dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan :

a. Alokasi Dasar, dan

b. Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan
jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas
wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap
Desa.

Rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan
alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam pada
ayat (1) huruf a adalah sebesar 90 % (sembilan
puluh per seratus) dari Dana Desa Daerah yang
dibagi rata setiap desa.

Rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan
alokasi yang dihitung dengan memperhatikan
jumlah penduduk, angka kemiskinan,
luaswilayah, dan tingkat kesulitan geografis
setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam pada
ayat (1) huruf b dihitung dengan bobot sebagai
berikut:

a. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah
penduduk;

b.35% (tiga puluh lima perseratus) untuk angka
kemiskinan desa;

c. 10% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah;
dan

d.30% (tiga puluh perseratus) untuk tingkat
kesulitan geografis desa.

Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan
geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) masing-masing ditunjukkan oleh jumlah
penduduk miskin Desa dan IKG Desa.



(5)

(6)

Penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
dengan menggunakan formula sebagai berikut :

W = (0,25 X Z1) + (0,35 X Z2) + (0,10 X Z3) +
(0,30XZ4)

Keterangan :

W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung
berdasarkan jumlah penduduk, angka
kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat
kesulitan geografis setiap desa.

Z 1= rasio jumlah penduduk setiap Desa
terhadap total penduduk Desa Kabupaten.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap
terhadap total penduduk miskin Desa
Kabupaten.

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap

luas wilayah Desa Kabupaten.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG
Desa Kabupaten.

Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas
wilayah Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) bersumber dari lembaga yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang statistik.

Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 2 (dua) Pasal
yakni Pasal 3A dan Pasal 3B, yang berbunyi sebagai
berikut :

(1)

(2)

Pasal 3A

IKG Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (4) disusun dan ditetapkan oleh Bupati
berdasarkan data dari lembaga yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang statistik.

IKG Desa sebagaimana dimaksud padaayat (1)
ditentukan oleh beberapa faktor meliputi :

a. ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
b. kondisi infrastruktur ; dan
c. aksesibilitas/transportasi.



Pasal 3B

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten
Blora Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati Blora ini.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi
sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 7

Dana Desa digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan
dan pemberdayaan masyarakat dan
kemasyarakatan.

Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diprioritaskan untuk membiayai pembangunan
dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi :

a. pemenuhan kebutuhan dasar;

b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;

c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan

d.pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan
secara berkelanjutan.

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) huruf a, meliputi:

a. pengembangan pos kesehatan Desa dan
Polindes;

b. pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan

c. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak
usia dini.

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana

dimaksud dalam ayat (2) huruf b dan huruf c

untuk mendukung target pembangunan sektor

unggulan dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya,

yang diprioritaskan untuk:

a. mendukung kedaulatan pangan;

b. mendukung kedaulatan energi;

c. mendukung pembangunan kemaritiman dan
kelautan; dan

d. mendukung pariwisata dan industri.



(5)

(6)

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) huruf b didasarkan atas
kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan
pencapaian target RPJM Desadan RKP Desa
setiap tahunnya, yang diantaranya dapat
meliputi:

a. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
b. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha
tani;
c. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
d. pembangunan energi baru dan terbarukan;
e. pembangunan dan pemeliharaans anitasi
lingkungan;
f. pembangunan dan pengelolaan air bersih
berskala Desa;
. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
. pembangunan dan pemeliharaan serta
pengelolaan saluran untuk budidaya
perikanan; dan
i. pengembangan sarana dan prasarana produksi
di Desa.

o

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) huruf c didasarkan atas
kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan
pencapaian target RPJM Desadan RKP Desa
setiap tahunnya, yang diantaranya dapat
meliputi:

a. pendirian dan pengembangan BUM Desa;

b. pembangunan danpengelolaan pasar Desa
dan kios Desa;

c. pembangunan dan pengelolaan tempat
pelelangan ikan milik Desa;

d. pembangunan dan pengelolaan keramba
jaring apung dan bagan ikan;

e. pembangunan dan pengelolaan lumbung
pangan Desa;

f. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk
pertanian dan perikanan;

g. pengembangan benih lokal;

h. pengembangan ternak secara kolektif;

i. pembangunan dan = pengelolaan  energi
mandiri;

j- pembangunan dan pengelolaan tambatan
perahu;

k. pengelolaan padang gembala;
pengembangan Desa Wisata; dan

—_



(7)

(8)

m. pengembangan teknologi tepat guna
pengolahan hasil pertanian dan perikanan.

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) huruf d, didasarkan atas
kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan
pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa
setiap tahunnya, yang diantaranya dapat
meliputi:

a. komoditastambang mineral bukanlogam.
b. komoditastambangbatuan.

c. rumputlaut;

d. hutanmilikDesa; dan

e. pengelolaansampah.

Penggunaan Dana Desa yang bersumberdari
Anggaran Pendapatan dan Belanja
NegarauntukPemberdayaanMasyarakatDesateruta
mauntukpenanggulangankemiskinandanpeningka
tanaksesatassumberdayaekonomi,
sejalandenganpencapaian target RPJM Desadan
RKP Desasetiaptahunnya, yang
diantaranyadapatmencakup:

a. peningkatan kualitas proses perencanaan
Desa;

b. mendukung kegiatan ekonomi baik yang
dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh
kelompok usaha masyarakat Desa lainnya;

c. pembentukan dan peningkatan kapasitas
Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;

d. pengorganisasian melalui pembentukan dan
fasilitasi para legal untuk memberikan
bantuan hukum kepadawarga masyaraka
tDesa;

e. penyelenggaraan promosi kesehatan dan
gerakan hidup bersih dan sehat;

f. dukungan terhadap kegiatan desa dan
masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan
Hutan Kemasyarakatan; dan

g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat
melalui:

1) kelompo kusaha ekonomi produktif;
2) kelompok perempuan;

3) kelompok tani;

4) kelompok masyarakat miskin;

5) kelompok nelayan;

6) kelompok pengrajin;



7) kelompok pemerhati dan perlindungan
anak;

8) kelompok pemuda; dan

9) kelompok lain sesuai kondisi Desa.

5. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal
yakni Pasal 7A, yang berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

Pasal 7A

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai
kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas
penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 setelah mendapat persetujuan
Bupati.

Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan saat evaluasi rancangan
peraturan Desa mengenai APBDesa.

Dalam memberikan persetujuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan
pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang
menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau
kegiatan pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat telah terpenuhi.

6. KetentuanPasal 8 diubah, sehinggaPasal 8 berbunyi
sebagaiberikut :

(1)

(2)

(3)

Pasal 8

Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan
Dana Desa.

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi
penggunaan Dana Desa kepada Bupati setiap
semester.

Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dengan ketentuan :

a. semester [ paling lambat minggu keempat
bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan

b. semester II paling lambat minggu keempat
bulan Januari tahun anggaran berikutnya.



Pasalll
PeraturanBupatiinimulaiberlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 1 Juli 2015

BUPATI BLORA,
Cap. ttd
DJOKO NUGROHO
Diundangkan di Blora
pada tanggal 1 Juli 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA
KEPALA DINAS KEHUTANAN,

Cap. ttd
SUTIKNO SLAMET
BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2015 NOMOR 30

Sesuai dgngan aslinya
Kepala Bagian Hykuift Setda Kab. Blora

NIP. 19610103 198608 1 001






